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TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bank. Pembiayaan
(financing) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak
lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan
sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan
yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.
Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank atau Lembaga
Keuangan Non Bank (BMT) dengan memberikan fasilitas penyediaan
dana untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi pihak defisit dana. Istilah
pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga keuangan
(bank) selaku shohibul maal menaruh kepercayaan kepada nasabah
(mudhorib) untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut
harus digunakan dengan benar, adil dan disertai dengan ikatan dan syarat-
syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Pembiayaan menurut Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Perbankan
Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan:
1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ljarah atau sewa beli

dalam bentuk ljarah Muntahiya bit Tamlik.



3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan
Istishna.

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh.

5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ljarah untuk transaksi
multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatara Bank
Syariah dan UUS serta pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai
atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut
setelah jangka waktu tertentu.

Tabel 2.1
Pembiayaan Berdasarkan Akad

No | Akad Pembiayaan Jumlah %
1 Murabahah 47.749.927.454 68,71%
2 Mudharabah 1.255.090.000 1,81%
3 Musyarakah 4.539.872.000 6,53%
4 Qordul Hasan 846.143.678 1,22%
) Hiwalah 4.969.636.200 7,15%
6 ljarah 9.951.663.600 14,32%
7 Al Qard 183.035.864 0,26%
69.495.369.430 100%

Sumber : BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, 2017

Berdasarkan penjelasan Tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa sampai
saat ini akad pembiayaan yang paling diminati di BMT Bina lhsanul Fikri
adalah Akad Murabahah. Hal ini dikarenakan masyarakat pada umumnya
merasa mudah dalam artian prosedurnya sederhana. BMT Bina lhsanul

Fikri selama ini lebih banyak terjun ke pasar, sasarannya adalah pasar-



pasar yang ada di wilayah Yogyakarta. Hampir 85% nasabah yang ada di

BMT Bina Ihsanul Fikri adalah pedagang.

. Pengertian Murabahah

Akad Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan
bank. Dalam hal ini penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada
pembeli, kemudian memberi syarat atas laba yang sudah ditentukan di
awal akad. Akad jual beli dimana BMT bertindak sebagai penjual dan
nasabah sebagai pembeli dengan perantara pihak ketiga (supplier), BMT
terlebih dahulu memesan barang yang diinginkan kemudian proses
pembayarannya bisa secara tunai ataupun cicilan (angsuran) sesuai dengan
jangka waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 09/19/PBI1/2007 tentang
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan
Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Dalam Fikih Islam, pada awalnya murabahah merupakan bentuk jual
beli yang tidak ada hubungannya dengan pembaiayaan. Murabahah dalam
Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahu kepada pembeli biaya
perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Namun dengan

menggunakan bentuk jual beli.
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Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Akad Murabahah
Berdasarkan penjelasan Gambar 2.1 tentang Skema Pembiayaan Akad
Murabahah:

1. BMT bertindak sebagai penjual sementara nasabag sebagai
pembeli. Harga jual adalah harga beli BMT dari produsen
ditambah dengan keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus
menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

2. Harga Jual dicantumkan dalam akad Jual Beli dan jika telah
disepakati antara kedua belah pihak tidak dapat berubah selama
berlangsungnya akad. Dalam perbankan, Murabahah umumnya

dilakukan dengan cara pembayaran angsuran.



3. Dalam transaksi ini, jika barang sudah diserahkan kepada nasabah

maka nasabah sudah mempunyai kewajiban untuk mengangsur

setiap bulannya ke BMT sesuai dengan kesepakatan awal.

C. Prosedur Analisis Pembiayaan

ANGGOTA

SPP/SPA

o
o/

Kartu

Angsuran

PIHAK BMT

SPP/SPA

Menganalisa
SPP

Akad 2

Dibawa saat
mengangsur ditolak

SPP

Sumber : BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta

Gambar 2.2
Prosedur Umum Pembiayaan di BMT
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Berdasarkan penjelasan Gambar 2.2 tentang Prosedur Umum

Pembiayaan di BMT Bina lhsanul Fikri Yogyakarta :

1. Anggota atau Calon Anggota :

a. Mengisi Surat Permohonan Pembiayaan menjadi anggota
(SPA) di BMT dan Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) yang
telah disediakan oleh BMT. Bagi yang sudah menjadi anggota
maka cukup mengisi SPP saja.

b. Menyerahkan SPA dan SPP ke bagian customer service untuk
diproses lebih lanjut.

2. Pihak BMT :

a. Menerima SPA dan SPP dari calon anggota.

b. Menganalisa SPA dan SPP tersebut untuk diambil keputusan
diterima atau ditolak.

c. Jika ditolak maka segera dibuatkan surat pemberitahuan

penolakan dan dikirim ke anggota atau calon anggota. Pada



tahap ini BMT dapat memberikan alasan penolakannya tetapi
juga tidak dapat memberitahukan alasan penolakan tersebut.

. Jika SPP diterima, pihak BMT akan meneruskan SPP tersebut
ke AO (Account Officer).

Jika SPP ditolak, pihak BMT akan memberitahukan penolakan

dan proses berakhir.
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Prosedur Pembiayaan Lanjutan di BMT

Dikirim ke
Anggota




Berdasarkan penjelasan Gambar 2.3 tentang Prosedur Pembiayaan

Lanjutan di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta :

3. Tugas dan Fungsi Account Officer (AQ)

a.

b.

Account Officer menerima SPP dari pihak BMT.

Selanjutnya Account Officer menganalisa permohonan tersebut
sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mengadakan survey
ke lapangan.

Setelah menganalisa dan melakukan survey, Account Officer
dapat mengambil keputusan diterima atau ditolak permohonan
tersebut.

Jika ditolak maka akan segera dibuatkan surat pemberitahuan
penolakan dan dikirim ke anggota atau calon anggota.

Jika diterima maka Account Officer membuat memo
pembiayaan dan dilanjutkan ke komite pembiayaan untuk
dirapatkan dan mengambil suatu keputusan serta menyerahkan

SPP ke bagian administrasi pembiayaan untuk di arsip.

4. Tugas dan Fungsi Komite Pembiayaan :

a.

Menerima memo pembiayaan dari Account Officer dan
merapatkan untuk diambil suatu keputusan.

Jika ditolak maka akan segera dikirim pemberitahuan
penolakan ke anggota atau calon anggota.

Jika diterima maka dibuat Surat Keputusan Pembiayaan (SKP).



D. Karakteristik Pembiayaan Murabahah
Menurut PSAK 102 Akuntansi Murabahah dijelaskan Karakteristik

Murabahah memiliki berikut ini :

1. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa
pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual (bank)
melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli

(nasabah).

2. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau
tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.
Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat
membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli
oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan
kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi

tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

3. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.
Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak
pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran

dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

4. Harga yang disepakati dalam pembiayaan murabahah adalah harga
jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual
mendapatkan diskon sebelum akad murabahah maka diskon itu

merupakan hak pembeli.



5. Diskon vyang terkait dengan pembelian barang, antara lain
meliputi:
a. Diskon dalam bentuk apa pun dari pemasok atau pembelian
barang.
b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam
rangka pembelian barang.
c. Komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan

pembelian barang.

6. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad
murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan
dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon

tersebut menjadi hak penjual.

7. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang
murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari

penjual atau aset lainnya.

8. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti
komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka
menjadi  bagian pelunasan piutang murabahah jika akad
murabahah telah disepakati. Tetapi jika akad murabahah batal,
maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi
kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu
lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan

dari pembeli.



9. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang
murabahah jika pembeli:
a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu.
b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu
yang telah disepakati.
10. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah
yang belum dilunasi jika pembeli:
a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu.
b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
c. Meminta potongan dengan alasan yang dapat diterima

penjual.

E. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktivitas (perfomance)
yaitu kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank,
bila sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada
lagi tentu akan mengurangi pendapatan bank dan memperbesar biaya
pencadangan yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif),
sedangkan dari skala makro ekonomi dapat mengurangi kontribusi
terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu, setiap BMT yang terlibat langsung maupun tidak

lamgsung terhadap pembiayaan harus memperhatikan sistem dan prosedur



pembiayaan serta menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini dilakukan
dengan pertimbangan bahawa :

1. Pembiayaan bermasalah dapat merugikan suatu perusahaan atau
BMT, baik secara financial maupun non financial. Kerugian
financial tersebut meliputi tidak terpenuhinya target pendapatan,
terganggunya arus kas (cash flow), serta dapat mengurangi modal
karena biayanya lebih besar dibanding pendapatan. Sedangkan
kerugian non financial meliputi menurunnya atau bahkan jatuhnya
performance dan tingkat kesehatan di BMT. Akibatnya
kepercayaan masyarakat terhadap BMT dapat menurun.

2. Pembiayaan bermasalah juga dapat merugikan anggota penyimpan.
Kerugian penyimpan akan sangat terasa dengan imbalan bagi hasil
yang rendah. Disamping itu, jika pembiayaan bermasalah terlalu
besar maka arus kas masuk akan terganggu yang dapat
mengakibatkan menurunnya cadangan likuiditas.

Untuk memudahkan dalam memetakan jenis pembiayaan, maka perlu
dilakukan penggolongan pembiayaan. Pembiayaan dapat digolongkan
menjadi 4, yaitu:

1. Pembiayaan Lancar (Kolektibilitas 1)

Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada
tunggakan, sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati, selalu

menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.



2. Pembiayaan Kurang Lancar (Kolektibilitas 2)

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau

margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian

laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi
perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian

piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk

menyembunyikan kesulitan keuangan.
3. Pembiayaan Diragukan (Kolektibilitas 3)

Pembiayaan digolongkan kedalam pembiayaan diragukan jika

pembiayaan tersebut tidak memenuhi kriteria Kurang Lancar

(Kolektibilitas 2), tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan

bahwa :

a. Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai
sekurang-kurangnya 75% dari total hutangnya termasuk bagi
hasil dan margin.

b. Pembiayaan tidak dapat diselamatkan, tetapi jaminannya
sekurang-kurangnya bernilai  100% dari total hutangnya
termasuk bagi hasil atau margin.

4. Pembiayaan Macet (Kolektibilitas 4)
Pembiayaan digolongkan macet, jika :
a. Tidak dapat memenuhi kriteria Kurang Lancar (Kolektibilitas

2) dan Diragukan (Kolektibilitas 3).



b.

Memenuhi kriteria Diragukan (Kolektibilitas 3), tetapi dalam
jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada
pelunasan atau usaha penyelamatan pembiayaan.

Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada
Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian ganti rugi
kepada perusahaan asuransi kredit (bagi pembiayaan yang

diasuransikan jaminannya).

Jika terjadi kondisi pembiayaan bermasalah, maka penanganannya

harus mengikuti sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini perlu

dilakukan supaya semua anggota mendapat keadilan dengan memperoleh

pelayanan yang sama.

Tabel 2.2
Penilaian Peringkat Pembiayaan Bermasalah
Nomor Nilai NPF Predikat
1 NPF < 2% Sehat
2 2% < NPF < 5% Sehat
3 5% <NPF < 8% Cukup Sehat
4 8% <NPF < 12% Kurang Sehat
5) NPF > 12% Tidak Sehat

Sumber : BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta 2017

F. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah atau BMT

akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI




No0.13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah
dan Unit Usaha Syariah.

Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah adalah istilah teknis yang bisa
di pergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah
yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.
Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam
rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara
lain melalui penjadwalan kredit (rescheduling), persyaratan kembali
(reconditioning), dan penataan kembali (restructuring), kombinasi,
penyitaan jaminan dan likuidasi. Penyelamatan terhadap pembiayaan
bermasalah dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

1. Penjadwalan Kembali (reschedulling)

Penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran
kewajiban nasabah atau jangka waktunya termasuk jangka tenggang
(grace period), tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan yang
memenuhi kualitas lancar serta telah jatuh tempo dan bukan
disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan untuk
membayar. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain:

a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

b. Memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran.

Reschedulling merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk

menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dalam



melakukan reschedulling kepada nasabah harus disesuaikan dengan
kemampuan nasabah yang sedang mengalami kesulitan.
2. Persyaratan Kembali (reconditioning)

Persyaratan Kembali yaitu perubahan seluruh persyaratan tanpa
menambah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan serta tanpa
menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan
kepada bank, antara lain:

a. Perubahan jadwal pembayaran.

b. Perubahan jadwal angsuran.

c. Perubahan jangka waktu.

d. Penambahan jaminan.

3. Penataan Kembali (restructuring)

Penataan Kembali merupakan tindakan bank kepada nasabah
dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah
memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayali
memang masih layak untuk dilanjutkan. Tindakan ini meliputi:

a. Dengan menambah jumlah pembiayaan.

b. Menambah equity dengan cara menyetor uang tunai ataupun

tambahan dari pemilik.
4. Kombinasi merupakan kombinasi dari ketiga jenis langkah diatas.

Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara

reschedulling dengan restructuring.



5. Penyitaan Jaminan merupakan cara terakhir apabila nasabah sudah
benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu
lagi untuk membayar.

6. Likuidasi adalah penjualan barang jaminan nasabah atau debitur
untuk melunasi hutang kepada bank, baik dilakukan oleh nasabah
yang bersangkutan atau oleh pemilik jaminan dengan persetujuan
dibawah pegawasan bank.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Bina
Ihsanul Fikri hanya menerapkan 2R vyaitu rescheduling, dan
reconditioning. Tetapi jika sudah tidak ada solusi atau jalan keluar,
maka pihak BMT akan menggunakan jalan akhir yaitu Eksekusi

Jaminan.

G. Landasan Hukum Murabahah
1. Al-Qur’an
Ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan rujukan dasar transaksi
akad Murabahah, sebagai berikut:

a. Surat An-Nisa ayat 29 :



“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil
kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu,

sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu.”

b. Surat Al-Bagarah ayat 275 :
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“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya
dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah)

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka



orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di
dalamnya”

Berdasarkan penjelasan ayat Al-Qur’an di atas Allah SWT
menjelaskan bahwa seorang pemakan riba akan dibangkitkan pada hari
kiamat layaknya orang gila yang mengamuk seperti kesurupan setan dan
Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang
bathil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama suka.

2. Hadist

a. Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Shuahib berkata yang artinya
“Tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan yaitu jual beli
secara tangguh, mugaradhah (mudharabah), dan mencampur
gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk

dijual.” (HR. Ibnu Majah)

b. Hadist Riwayat Al-Baihagi, sesungguhnya Ibnu Majah berkata
yang artinya “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan
secara suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi)

Berdasarkan penjelasan hadist-hadist diatas, dapat disimpulkan bahwa
dalam proses jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka antara
kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan sesungguhnya jual beli
secara tunai maupun non tunai (cicilan) diperbolehkan dalam Islam, akan

tetapi harus sesuai dengan syariat Islam.



3.
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ayat 1d:

“Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi: menyalurkan
pembiayaan berdasarkan pembiayaan akad murabahah, akad
salam, akad istishna atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah”.

H. Fatwa DSN-MUI Terkait Pembiayaan Akad Murabahah

1.

Fatwa Dewan Syariah No0.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Murabahah. Menjelaskan bahwa masyarakat atau nasabah yang
memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank menggunakan
prinsip jual beli atau bisa disebut dengan akad murabahah dengan
menggunakan prinsip jual beli akan memudahkan masyarakat
dalam melangsungkan usahanya. Oleh karena itu, DSN perlu
menetapkan Fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman
oleh pihak bank syariah.

Fatwa Dewan Syariah No0.13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang
Muka Dalam Murabahah. Semakin banyaknya permintaan
pembiayaan murabahah kepada lembaga keuangan, maka lembaga
keuangan syariah tersebut dapat meminta uang muka kepada
nasabah untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam

melakukan pembiayaan murabahah.



3. Fatwa Dewan Syariah N0.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi
atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
Masyarakat banyak yang memerlukan pembiayaan dari lembaga
keuangan syariah menggunakan prinsip jual beli (murabahah)
yang pembayarannya dilakukan dengan mengangsur atau cicilan.
Tetapi dalam prakteknya terdapat beberapa nasabah yang mampu
terkadang menunda-nunda kewajiban pembayarannya pada waktu
yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Oleh
karena itu, DSN-MUI telah menetapkan Fatwa Dewan Syariah
No0.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu
yang Menunda-nunda Pembayaran.

4. Fatwa Dewan Syariah No0.47/DSN-MUI/11/2005 tentang
Penyelesaian Piutang Murabahah Pada Nasabah yang Tidak
Mampu Membayar. Terkait dengan pembiayaan akad Murabahah
tidak selamanya berjalan dengan lancar. Dalam prakteknya
terdapat nasabah yang tidak mampu untuk membayar
kewajibannya karena mengalami bencana seperti banjir, tanah
longsor, kebakaran dll. Sehingga kewajibannya untuk membayar
terganggu, untuk itu DSN-MUI menetapkan Fatwa Dewan Syariah
No0.47/DSN-MUI/11/2005 dalam fatwa tersebut menjelaskan
Lembaga Keuangan Syariah memberikan jangka waktu

pembayaran atau penjadwalan kembali (rescheduling).



5. Fatwa Dewan Syariah  N0.48/DSN-MUI/II/2005 tentang
Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

6. Fatwa Dewan Syariah N0.49/DSN-MUI/I1/2005 tentang Konversi
Akad Murabahah. Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan
konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah
yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan
murabahah sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi
nasabah masih memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya.
Maka, DSN-MUI telah menetapkan Fatwa Dewan Syariah

No0.49/DSN-MUI/11/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai upaya penulis dalam mengembangkan
dan membahas mengenai hubungan pokok permasalahan yang hampir
memiliki persamaan terkait dengan judul penelitian. Hal tersebut untuk
membantu penulis fokus terhadap kerangka pemikiran dalam melakukan
penelitian.

Menurut Tanjung (2015) menyatakan bahwa penyelesaian
pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang menggunakan
metode Penjadwalan Kembali (rescheduling) dan metode Persyaratan
Kembali (reconditioning). Penelitian ini juga menjelaskan tentang

prosedur pembiayaan Murabahah.



Menurut Ghofur (2010) menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan
bermasalah di KSU Bisama Klumpit Salatiga belum sepenuhnya dapat
teratasi, dimana penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah karena
adanya faktor kekeluargaan dan keakraban yang berlebih antara pihak
bank dan nasabah.

Menurut Maryanah (2008) menyatakan bahwa pelaksanaan
pembiayaan di Bank Syariah Mandiri sudah dapat teratasi dengan baik.
Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui apakah dana pihak ketiga,
profit dan Non Perfoming Financing dalam jangka pendek memberikan
pengaruh terhadap jumlah pembiayaan di Bank Syariah Mandiri.

Menurut Faridah (2011) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah
di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal belum teratasi dengan baik,
dimana pihak BMT tidak tegas dalam menolak calon nasabah ketika
pengajuan pembiayaan murabahah yang menyebabkan pembiayaan

menjadi macet.



